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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi
pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
perlu disusun Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara
Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama
dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika
organisasi kemasyarakatan serta prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di
Lingkungan Kementerian Dalam  Negeri dan
Pemerintah Daerah;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

(1)
(2)

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah
organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi
kemasyarakatan, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas,
fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan
Terdaftar.
Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah
surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur,
Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi
kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai
dengan tahapan dan persyaratan.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
Anggaran Dasar adalah peraturan dasar organisasi kemasyarakatan.
Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai
penjabaran dan/atau pelaksanaan anggaran dasar organisasi
kemasyarakatan.

Pasal 2

Setiap orkemas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada
Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah orkemas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB I
RUANG LINGKUP ORKEMAS
Pasal 3

Orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ruang lingkup:

a.
b.
C.

nasional;
provinsi; atau
kabupaten/kota.
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Pasal 4

(1) Orkemas yang memiliki ruang lingkup nasional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf a meliputi:

a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:

1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi
di seluruh Indonesia; atau

2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa
orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi
di seluruh Indonesia.

b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak
berjenjang:
1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat nasional
dan/atau internasional; dan/atau

2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah
provinsi di seluruh Indonesia.

(2) Orkemas yang memiliki ruang lingkup provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:

1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah
kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi; atau

2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa
orkemas yang keberadaanya paling sedikit 1/2 jumlah
kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi.

b.orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak
berjenjang:
1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat provinsi;
dan/atau

2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah
kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi.

(3) Orkemas yang memiliki ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ meliputi:

a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:

l.orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah
kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota; atau

2.gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas
yang keberadaanya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam
ruang lingkup kabupaten/kota.
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b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak
berjenjang:

1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat
kabupaten/kota; dan/atau

2. orkemas yang memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2
jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota.

(4) Gabungan orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2, ayat (2) huruf a angka 2, dan ayat (3) huruf a angka 2 dapat
berfungsi sebagai wadah berhimpun orkemas, yang dibentuk dari, oleh
dan untuk orkemas.

BAB I
TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 5
Pendaftaran orkemas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan:
a. pengajuan permohonan;
b. penelitian dokumen persyaratan;
c. penelitian lapangan; dan
d. penerbitan SKT.
Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan
Pasal 6

(1) Pengurus orkemas ruang lingkup nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan pendaftaran kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Pengurus orkemas ruang lingkup provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b mengajukan permohonan pendaftaran kepada
Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi.

(3) Pengurus orkemas ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ mengajukan permohonan pendaftaran
kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan surat permohonan yang
ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang
sederajat.
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